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RINGKASAN 

 

Penelitian berjudul "Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian 

di Indonesia" yang dilakukan di Program Magister Ilmu Hukum, Program 

Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, bertujuan untuk menelaah 

kesesuaian frasa “sesuai kebutuhan” dalam pengaturan jumlah kementerian 

dengan prinsip good governance, serta menilai urgensi pengaturan jumlah 

kementerian secara lebih konkret dan eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-

analitis, dengan pendekatan terhadap konstitusi, undang-undang, peraturan 

pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti juga mengkaji teori 

hukum, politik hukum, dan prinsip-prinsip good governance seperti efisiensi, 

efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan frasa "sesuai kebutuhan" dalam 

pengaturan jumlah kementerian cenderung memberikan ruang interpretasi yang luas, 

yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya. Meskipun prinsip good 

governance mengutamakan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, frasa 

ini sering kali tidak cukup spesifik untuk memastikan bahwa pembentukan 

kementerian baru benar-benar mendukung tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, 

ada kekhawatiran bahwa pengaturan jumlah kementerian yang bersifat fleksibel ini 

dapat lebih dipengaruhi oleh kebutuhan politik jangka pendek, yang berisiko 

mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 

Penelitian ini menyarankan bahwa pengaturan jumlah kementerian memang perlu 

diatur dengan cara yang lebih konkrit dan eksplisit. Ketidakjelasan dalam norma 

pengaturan jumlah kementerian yang ada saat ini memungkinkan interpretasi yang 

bervariasi, yang dapat berdampak pada tidak konsistennya implementasi kebijakan 



 

pemerintahan. Dengan pengaturan yang lebih jelas, pengawasan terhadap 

pembentukan kementerian baru dapat lebih terstruktur, dan hal ini akan lebih 

mendukung prinsip-prinsip good governance, seperti efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas dalam administrasi negara. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Dinamika Politik Hukum, Kabinet Gemuk, Kementerian, Good 

Governance, Pengaturan Jumlah Kementerian, Sistem Hukum Indonesia. 

Penelitian ini berjudul "Dinamika Politik Hukum dalam Kabinet Gemuk Kementerian 

di Indonesia", yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian frasa “sesuai kebutuhan” 

dalam pengaturan jumlah kementerian dengan prinsip good governance, serta menilai 

urgensi pengaturan jumlah kementerian secara lebih konkret dan eksplisit dalam 

sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan terhadap konstitusi, 

undang-undang, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan yang relevan. Peneliti 

juga mengkaji teori hukum, politik hukum, dan prinsip-prinsip good governance 

seperti efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan frasa "sesuai kebutuhan" dalam pengaturan jumlah 

kementerian memberikan ruang interpretasi yang luas, sehingga menimbulkan 

ketidakjelasan dalam penerapannya. Frasa ini tidak cukup spesifik untuk memastikan 

pembentukan kementerian baru dapat mendukung prinsip-prinsip good governance. 

Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pengaturan jumlah kementerian 

lebih konkrit dan eksplisit agar dapat mendukung prinsip-prinsip tata kelola negara 

yang baik, seperti efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Political Legal Dynamics, Fat Cabinet, Ministries, Good 

Governance, Regulation of Ministries, Indonesian Legal System. 

This research, entitled "The Dynamics of Legal Politics in Indonesia's Fat Cabinet 

Ministries", aims to examine the suitability of the phrase "according to needs" in 

regulating the number of ministries with the principles of good governance, and to 

assess the urgency of regulating the number of ministries in a more concrete and 

explicit manner within Indonesia's legal system. This study uses normative legal 

research methods that are descriptive-analytical, focusing on the constitution, 

laws, implementing regulations, and relevant court decisions. The researcher also 

examines legal theory, political law, and the principles of good governance such 

as efficiency, effectiveness, accountability, and transparency. The findings 

indicate that the phrase "according to needs" in the regulation of the number of 

ministries creates broad room for interpretation, leading to ambiguity in its 

application. The phrase is not specific enough to ensure that the establishment of 

new ministries supports the principles of good governance. Therefore, this 

research suggests that the regulation of the number of ministries should be more 

concrete and explicit to support good governance principles such as efficiency, 

transparency, and accountability in the state administration. 
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